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ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERNIKAHAN KEDUA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN

OLEH
KERIAIIEN
NIM : 07 840 0354

BIDANG HUKUM PIDANA

Secara nasionai landasan hukum perkawinan yang beriaku di Indonesia
adalah Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian
diikuti dengan lahimya Peraturan Pemenntah No. 9 Tahun 1975 tenseng Pelaksanzan
Undang-Undang No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua peraturan tersebut
baik Undang-Undang No. i Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Talun
1975. Berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain keteatuan peraturao
dasar petkawinan tersebut maka secrang PNS yang akan melangsungkan perkawipan
terikat kepada ketentuan lainnya yaitu Peraturas Pemerintab No. 10 Tahun 1983
tentang ljin Perkawinan dan Percesgian Bagi PNS, yang kemudian diubah dengan
Peadumo Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintab Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana faktor penyebab pegawai
pegeri sipil menikah keduva tanpa ijin, bagaimana sanksi pidana terhadap seorang
PNS yang meniksh 12gi tanpa ijin dan bagmimana anslisis putusap Mahkamah
Agung No. 1311.K/Pid/2000.

Hzsil penelian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab pegawai
negeri sipil menikah kedua tanpa ijin adatah: halangan berpoligami, hamil diiuar
nikah, tidak bahagian dengan pasangan sebelumnya, uatuk menghindari dosa, dan
1idak mau tahu ketentuan prosedur bukum. 2. Sanksi pidana terhadap seorang
PNS yang menikab lagi tanpa ijin maka PNS yang bersangkusen dapat dikenakan
sanksi pidana berupa pidana penjara. Selain sanksi pidana penjara PNS yang
bersangkuten dapat juga dikenakan sanksi disiplin dalam lingkungan PNS itu seadin.
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 131 1.K/Pid/2000 dapat diuraikan sebagei
berikut:  Sesuai dengan pasal 279 ayat I ke 1 KUHP: Diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tabun: Barangsiapa mengadakan perkawinap padahal ia
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada
menjadi penghalaog yang =ah utuk itu. Dalam ini Mahkamah Agung Menghukum
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan
bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeauhnya dari pidana
yang dijstubkan dan memerintahkan terdakwa untuk ditahan.
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BAB }

PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diciptakan be:pasangan. Landasan
hubungan ansera lelaki deagan wanita tentuiah mempunyai tywjuan yang ingin dicapai,
dan dalam mencapai tujuan tersebut maka hubungan antara wanita dan letaki tersebut
baruslah pula terikat kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan-
ketenfuap yang dibuat oleh pemerintah dan juga ketenfuan yang dibuat oleh
lingkungan pergaulan kebidupan seseorang termasuk agama dan adat istiadatnya.

Secara nasional landasan hukum perkawinap yang berlaku di Indonesia adalah
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diikuti
dengan iahimwrya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 temtang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua peraturan tersebut
baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peramran Pemerintah No. 9 Tahun 1975
pada dasarnya lebih menekankan kepada aspek administrasi perkawinan, sedangkan
untuk syahnya suatu perkawinan tetap disandarkan kepada hukum agama masing-
masing pasangan.

Berbeda halaya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain ketentuan
peraturan dasar perkawwan tersebut maka seorang PNS yang akan melangsungkan
perkawinan terikat kepada ketentuan lainnya yaitu Peraturan Pemeriniah No. 10 Tahuo
1983 tentang ljin Perkawinaa dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian diubah

dengan Pecaturap Pemerinteh Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas
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Pecaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang !jin Perkawinan Dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perkawinan yang
dilangsungkan oleh seorang warga masyarakat yang tidak berstatus PNS dengan
seorang PNS tentunya berbeda.

Adapun perbedaan yang mendasar mengenai sebab PNS mendapatkan
perbedaan pengaturan penhal perkawinan, karena PNS adalah aparatur dan abdi
negara, dimana PNS merupakan pencenminan dan pelaksanaan kebijakan publik yang
dibuat oleh Pemerintah. Sehingga dengan kondisi tezsebut PNS harus memiliki
disiplin yang tinggi, sebagai teladan bagi masyarakat dan juga sebagai perwujudan
wakil pemerintah.

Pasal 2 Peratwran Pemernintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ljin Perkawinan
Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan:

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertarna, wajib

memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinao itu
dilangsungieso.

(2) Keteatuan sebagaimena dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai
Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan
lagi.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Takun 1983 Tentang Ijin
Perkawinan Dan Perceraian Bagj Pegawai Negeri Sipil menjelaskan:

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib
memperoleh ijin lebih dahulu dasi Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidsk diijinkan untuk menjadi isteri kedua/
ketiga’keempat dant Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/’keempat
dasi bukan Pegawai Negeii Sipil, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dar
P¢jabat.
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